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PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2016/PA Crp. 

   

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

               

  Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili   perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan  putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat  antara:

Penggugat,  umur  19  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMP,  pekerjaan  ibu

rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Kepahiang,

sebagai Penggugat; 

melawan

Tergugat,  umur 21 tahun,  agama Islam,  pendidikan SMP,  pekerjaan petani,

bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Empat  Lawang,  Provinsi

Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

            Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2016,

terdaftar  sebagai  perkara di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan

Register  Perkara  Nomor  431/Pdt.G/2016/PA Crp.  tanggal  10  Agustus  2016

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  sah,

menikah pada hari Rabu di Kelurahan Pasar Kepahiang pada tanggal 28

Mei 2014 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin

berupa emas 3 Gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta

Nikah  Nomor  148/19/V/2014  yang  dikeluarkan  oleh  KUA  Kecamatan

Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 28 Mei 2014;

1. Bahwa,  status  pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan
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sighat taklik   talak  yang  lafazh lengkapnya  sebagaimana  tertera  dalam

Kutipan Akta  Nikah sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa,  setelah akad nikah Penggugat  dan Tergugat  membina rumah

tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pasar Kepahiang selama

lebih  kurang  satu  minggu,  kemudian  membina  rumah  tangga  di  rumah

orangtua Tergugat  di  Desa Padang Tepong selama lebih kurang delapan

bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga

secara  berpindah-pindah  sebanyak  tiga  kali  selama  lebih  kurang  empat

bulan,  dan  terakhir  Penggugat  dan  Tergugat  kembali  membina  rumah

tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pasar Kepahiang selama

lebih kurang satu minggu;

3. Bahwa,  setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  telah  bergaul

sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa,  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, namun setelah

itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat  sering  keluar  malam  dengan  teman-teman  Tergugat  untuk

mabuk-mabukan bahkan Tergugat sering pulang hingga larut malam;

- Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dengan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat;

- Tergugat  sering  berbicara  kasar  dan  Tergugat  sering  menyakiti

badan/jasmani Penggugat, jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal  21

April  2015, berawal ketika Tergugat baru pulang sekitar pukul 02:00 WIB,

kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat bahwa Tergugat dari mana

saja dan baru pulang hingga larut  malam, dan Penggugat  juga bertanya

apakah Tergugat pergi untuk mabuk-mabukan karena Penggugat mencium

bau alkohol dari mulut Tergugat, lalu Tergugat menjawab bahwa Tergugat

tidak sedang mabuk dan Tergugat  mengatakan bahwa Tergugat  pergi  ke

pesta  perkawinan  teman,  karena  menghindari  keributan  Penggugat

langsung  pergi  tidur,  pagi  harinya  Tergugat  tiba-tiba  marah  kepada

Penggugat,  bahkan  Tergugat  memukuli  dan  mencekik  leher  Penggugat
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sehingga  Penggugat  menderita  luka  memar,  setelah  kejadian  tersebut

Tergugat  langsung pulang ke  rumah orangtua  Tergugat  di  Desa Padang

Tepong,  sedangkan  Penggugat  masih  tetap  tinggal  di  rumah  orangtua

Penggugat di Kelurahan Pasar Kepahiang;

6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari  tanggal 21 April  2015, Tergugat

tidak pernah pulang dan Tergugat tidak pula pernah mengirim nafkah untuk

Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu

tahun tiga bulan;

7. Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  baik  dari  pihak  keluarga  Penggugat  maupun  keluarga

Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa,  berdasarkan  alasan-alasan  yang  dikemukakan  di  atas,  maka

oleh  karena  itu  Penggugat  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Tergugat,  dan  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Curup  melalui

Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili  perkara ini  berkenan

menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

 Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat  telah hadir

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  hadir  di

persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh

wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat  telah

dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Curup dengan surat panggilan (relaas)  Nomor 431/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal

5 September 2016 untuk sidang tanggal  13 September 2016 dan  tanggal 22

September  2016 untuk  sidang  tanggal  11  Oktober  2016,  oleh  karena  itu

gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;
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 Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada

Penggugat  agar Penggugat  berdamai  dan rukun kembali sebagai suami istri

dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan upaya damai melalui mediasi tidak

dapat dlaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

 Bahwa, oleh  karena  upaya  damai tidak  berhasil,  kemudian

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat,

ternyata  baik  isi  dan  maksud  surat  gugatan  tersebut  tetap  dipertahankan

Penggugat;

 Bahwa, atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  tidak  dapat

didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk  menguatkan  dalil  gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan bukti  surat  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

148/19/V/2014,  yang  aslinya  dikeluarkan  oleh  KUA Kecamatan  Kecamatan

Kepahiang, Kabupaten  Kepahiang, tertanggal  28 Mei  2014,  telah bermeterai

cukup dan dinazegelen di  Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya,

ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P; 

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua

orang saksi di persidangan yaitu:

1.  Saksi  Ke  I,  umur  29 tahun,  agama Islam,  pekerjaan  ibu  rumah tangga,

bertempat  tinggal  di  Kabupaten Kepahiang,  di  bawah  sumpahnya

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa mengenal Tergugat bernama Tergugat, Tergugat adalah suami

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014, saksi hadir pada

waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pasar Kepahiang sekitar satu

minggu, setelah itu membina rumah tangga di Desa Padang Tepong

selama delapan bulan, kemudian terakhir pulang ke rumah orangtua

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak:
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  rukun selama dua

tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan

Tergugat karena saksi tidak melihat pertengkaran mereka, yang saksi

ketahui setelah terjadi pertengkaran saksi datang ke rumah orangtua

Penggugat  dan  saksi  melihat  wajah  Penggugat  memar  sedangkan

Tergugat sudah pulang ke rumah orangtua Tergugat, pertengkaran itu

terjadi bulan April 2015;

- Bahwa  ketika  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah  orangtua

Tergugat,  juga sering terjadi pertengkaran dan itu saksi  ketahui dari

cerita Penggugat;

- Bahwa sejak pertengkaran bulan April 2015, Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

2.  Saksi Ke II,  umur  28 tahun, agama Islam perkerjaan  karyawan PT Sinar

Tiara  (Penyedia  Alat  Kesehatan),  bertempat  tinggal  di  Kota  Bengkulu,  di

bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa mengenal Tergugat bernama Tergugat, Tergugat adalah suami

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah orangtua Penggugat di  Desa Kepahiang sekitar satu minggu,

setelah itu membina rumah tangga di  Desa Padang Tepong selama

delapan bulan, kemudian berpindah-pindah, pernah dua bulan tinggal

di Bengkulu dan terakhir pulang ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak:

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  rukun  dan

harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat

berpisah dan tinggal di rumah orangtua masing-masing;

- Bahwa  saksi  tidak  melihat  adanya  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  tetapi  saksi  mengetahui  dari  cerita  keluarga dan tetangga

bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi melihat bekas

Hal. 5 dari 12 hal  Put. No. 431/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

luka  di  leher  Penggugat  akibat  pertengkaran tersebut,  ketika  terjadi

pertengkaran Tergugat mencekik leher Penggugat;

- Bahwa  penyebab  pertengkaran  tersebut  karena  Tergugat  bersifat

pencemburu, bahkan Tergugat cemburu kepada orangtua Penggugat

sendiri, juga Tergugat sering mabuk;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan kedua orang

saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya

ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

           Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat

lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian

putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat   adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim telah  berusaha  memberikan  saran

dan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadiri  persidangan,  upaya  damai  melalui  mediasi  sesuai  ketentuan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan,

oleh  karenanya  perkara  ini  telah  dapat  diperiksa  dan dipertimbangkan lebih

lanjut;

Menimbang,  bahwa  sesuai  ketentuan  Pasal  145  R.Bg. jo Pasal  26

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  Tergugat  telah  dipanggil

secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 5 September 2016 dan

22  September  2016  yang  dibacakan  di  persidangan,  akan  tetapi  Tergugat

ataupun  wakilnya  tidak  pernah  datang  menghadap  ke persidangan tanpa

alasan  yang  sah,  maka  harus  dinyatakan  Tergugat  tidak  hadir  dan  sesuai
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dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  pada pokoknya  memohon  agar

pengadilan  menceraikan  Penggugat  dengan  Tergugat  karena  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat sudah  tidak  harmonis lagi  setelah  tiga  bulan

pernikahan,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang disebabkan

karena  Tergugat  sering  keluar  malam  mabuk-mabukan  bersama  teman-

temannya,  orangtua  Tergugat  terlalu  ikut  campur  dalam  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat,  Tergugat  sering bicara kasar dan menyakiti  badan

Penggugat.  Pada  tanggal  21  April  2015  terjadi  puncak  perselisihan dan

pertengkaran,  sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang ke

rumah orangtua Tergugat di  Desa Padang Tepong dan tidak pernah kembali

lagi sampai sekarang  telah berlangsung selama  lebih kurang satu tahun tiga

bulan;

Menimbang,  bahwa  meskipun  perkara  ini  diperiksa  tanpa  kehadiran

Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka

kepada  Penggugat  tetap  dibebankan  untuk  membuktikan  alasan-alasannya

untuk  menuntut  perceraian  dari  Tergugat  serta  apakah  gugatan  Penggugat

tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

di persidangan telah mengajukan  bukti surat P dan menghadirkan  dua orang

saksi;

Menimbang,  bahwa bukti  surat  P berupa fotokopi  Kutipan Akta  Nikah

Nomor  148/19/V/2014  tanggal  28  April  2014  yang  telah  dinazegelen,  bukti

tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam  jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat

nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai

kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat  (volledig  een  bindende

bewijskracht) sesuai  Pasal  285 R.Bg., sehingga dapat  diterima sebagai  alat

bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat
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dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah

pihak yang  berkepentingan dan berkualitas  sebagai  pihak  (legitima persona

standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama

Saksi Ke I  dan  Saksi Ke II, para saksi  sudah dewasa dan sudah disumpah,

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1

angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi  di  atas mengenai masalah

rumah tangga,  adalah fakta yang diketahui  sendiri  dan relevan dengan dalil

yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

308  dan  309  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  yang

dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis

Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang  menikah

tanggal 28 Mei 2014 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan April 2015

yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat

tidak  memiliki  rasa  kasih  sayang  terhadap  Penggugat  dan suka bersikap

kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  Penggugat  dan

Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lima bulan;

            Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan

Tergugat  telah  mengalami  ketidak  harmonisan  di  dalam  berumah  tangga,

antara Penggugat  dan Tergugat   sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan
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pernikahannya  dengan  Tergugat,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  ”pecah”  sehingga  harapan  untuk

membentuk  rumah  tangga  yang  rukun,  damai  dan  sejahtera  sebagaimana

dimaksud  oleh  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  Pasal  3

Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud; 

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta  dimana  Penggugat  dan

Tergugat  tidak  lagi  tinggal  dalam satu  rumah,  sejak  terjadinya  pertengkaran

terakhir sekitar bulan April 2015, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-

masing  sebagai  suami  istri  akibat  adanya  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami istri, sedangkan ketentuan

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan

saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi

kenyataannya  Penggugat  dan  Tergugat  saling  hidup  terpisah,  tidak  ada

komunikasi yang baik dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun

dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di

atas,  maka Majelis  Hakim berpendapat  gugatan Penggugat  telah memenuhi

maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat  telah

beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;   

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan

ketidaksenangannya kepada Tergugat , bahkan merasa sangat tertekan apabila

masih terikat perkawinan dengan Tergugat , maka membiarkan rumah tangga

dalam  keadaan  demikian  adalah  hal  yang  sia-sia  yang  akan  menimbulkan

mudharat pada  kedua  belah  pihak  terutama  kepada  pihak  Penggugat,

sedangkan qaidah fiqh berbunyi:

لح          المصا جلب من لى او سد المفا رء د

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari  kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat  untuk bercerai dengan Tergugat
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dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu  ba’in  sughra Tergugat   terhadap

Penggugat  sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal  84  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  mengalami  perubahan  pertama  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir  dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989,  bahwa  Panitera  wajib  mengirimkan salinan putusan setelah

berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan yang wilayahnya meliputi  tempat  kediaman dan tempat

pernikahan  kedua  belah  pihak  berperkara,  untuk  itu  Majelis  Hakim  perlu

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan

Salinan  Putusan  ini  setelah  berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama   Kecamatan  Kepahiang,  Kabupaten

Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu

Musi, Kabupaten  Empat  Lawang,  Provinsi  Sumatera  Selatan untuk  dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989,  biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Curup  untuk

mengirimkan  salinan  putusan  ini  setelah  berkekuatan  hukum  tetap
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kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Ulu  Musi,  Kabupaten  Empat  Lawang,

Provinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

untuk itu;

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 621.000 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis  Hakim Pengadilan

Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  10  Muharam  1438 Hijriyah,  oleh  kami  Muhammad

Hanafi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Muhammad Yuzar,

S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh  Wakil

Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili  perkara ini

dalam  tingkat  pertama  dengan  Penetapan  Nomor  431/Pdt.G/2016/PA  Crp.

tanggal 15 September 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh

Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota,  dibantu  oleh  Eka  Yanisah  Putri  S.H.I., M.H.I.,  sebagai  Panitera

Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat  tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

                                                             

                                                                                       

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd. ttd.

Rogaiyah, S.Ag. Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera  Pengganti,

                                                        

                                                                                  

Eka Yanisah Putri S.H.I., M.H.I.
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Perincian biaya perkara:                                                     

1.  Pendaftaran     = Rp.   30.000                     

2.  Proses = Rp.   50.000                     

3.  Panggilan Penggugat = Rp.   90.000

5.  Panggilan Tergugat = Rp. 440.000

4.  Redaksi         = Rp.     5.000       

5.  Meterai                               = Rp.     6.000           

    Jumlah       = Rp. 621.000

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)
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